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SALINAN

PRESIDEN
RERUBLEC INDONESIA

PERAﬁIM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1876
TENTANG
PEGAW AT NEGERI YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a., bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952, tentang Kedudukan
Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban iTefara Di Luar
Lingkungan Jabatan yang Dipanghunya (Lembaran Negara Tahun 1952
Nomor 63, Tambahan L.embaran Negara Nomor 281), sebagaimana telah
beberapa kali ditambah dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 47, Tambah-
an Lembaran Negara Nomor 1973), dianggap tidak sesuai lagi dengan per-
kembangan keadaan dewasa ini, sehingga oleh sehab itu periu diganti ;
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bat Negara ;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;

2, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-~pokok Pemerintahan
Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(LlLembaran Negara Tahun 1874 Nomor 55, Tambalmn Lembaran Negara
Nomor 3041) ;

MEMUTUSEKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI
PEJABAT NEGARA

BAB I
PEGAW /1 NEGERI SIPTL YANG DIANGKAT
- MENJADI PEJABAT NEGARA

Pasal 1

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dapat dinaik-
kan pa,ng;ka;nya tanpa terikat pada formasi apabﬂa tel ah memenuhi syarat-
syarat untilkitu. :

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat rmienjadi Pejabat Negara berhak atas
kenaikan gaji berkala menurut peraturan perundang-undangan vang berlaku,
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Pasal 2
(1) Degawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara menerima peng-
basilan menurui ketenturn yang berlaku bagi Pejabat Negara itu.

(2} Apsbila penghasilan yerg dimaksud dalam ayat (1) lebih kecil dibandingkan de-
ngan penghesilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan menerima selisih penghasilan itu dari instansi indulknya.

BAB II

ANGGOTA ANGIIATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA

Pasal 3

Ketentuan tentang kenaikan pangkat, penghasilan, hak-hak kepegawaian, dan
lain-lainnya, hagi anggeta Angkatan Persenjata Republik Indonesia yang diangkat -
menjadi Pejabat Negara, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan,/
Panglima Anghkatan Bersenjate, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Per -
aturan Pemerintah ini. F

BAB 111
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Selama menjadi Pejabat Negara, masa kerja Pegawai Negeri diperhitungkan penuh.

Pasal 5

Pegawai Negeri yang berhenti sebagai Fzjabai Negara kombali ke instansi induknya.

BAB v
KETENTUAN PENUTUL
Pasal 3
Dongan berlakunys Persturns Pemerinish ind, dinyatekan tidak berlaku lagi :

a. Peraturan Pemerinteh Nomor 41 Talun 1952 tentang Kedudukan Pegawai Negeri
selame menjalonkan sosvatu Kevajiban Nogara di Luar Lingkongan Jabatan
yang dipangkunya (Lemharan Negara Tabun 1952 Nomor 63, Tambzhan Lem-~
baran Megara Noiaor 281) ;

b. Peraturan Pemerintzh Nomor 37 Tahun 1956, tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1145) ;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pe-
merintah Nomor 41 Tehun 1952 {(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 47 , Tam-
bahan Lonmbaren Negara Nomor 1973).
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Pasal 7
Peraturan Pemeriniah ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan,

Agar gupaye setiap orong dapat mengetahuinya, memerintabkan
pengund angan Peratiran Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Repubiik Indonesia.,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1976

Diundangkar di Jakarta PRESIDEN REPUBLIK INPDONESIA,
pada tanagel 18 Pebruari 1676 ‘ :

ttd
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA SOEHARTO

REPUBLIK INDONESIA, ‘ JENDERAL TNI

ttd
SUDHARMGNO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1976 NOMOR 8

Disalin zesuai aslinya oleh

SEKPETARIAT KABINFT RI




PENJELASAN

ATASB

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1976
: TENTANG
PECGAWAL NEGERI YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

PENJELASAN UMUM

Bahva untik menjalankan tugas Negara, terdapat sejumlah Pegawai Negeri
yang diangkat menjadi Pejabat Negara untuk jangka waktu tertentu, Tugas

ke wajiban sebagai Pejabat Negara adalsh tugas kewajiban yang bersifat luas
yeug untuk me laksanekannya memerlukan pemusatan perhatian d an pengerah-
en tenaga .

Sebagai disebutian, pengangkatan sebagai Pejabat Negara adalah  dalam
jangka wakin tertentu ; oleh sehab itu bagi Pegawai Negeri yang diangkat men~
Jedi Pejabat Negara porlu distur kedudukan dan hak-hak kepogawaisnnya se-
lama menjadi dan sesudah berhenti sebagai Pejabat Negara,

Dalam Peraturan Pomerintah ini dintur pokok-pokok tentang Pegawai Negeri
yang diangkat menjedi Pejabat Negara, sedang pelaksanaan teknisnya disturlie-
bih lanjut olek Kepala Badan Ad ministrasi Kepegawaian Negara sepanjang
mengenal Pegawai Negeri Sipil, dan oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/
Panglima Angiatan Bersenjata sepanjang mengenai anggota Anghkatan Bersen-
lata Republik Indone sia,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Pegawai Negeri 8ipil' yang diangkat menjadi Pejabat Negara dapat dinaik-
kan pangkatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
tanpa terikat pada formasi, yakni kenaikan pangkatnya tidak terikat pada
lenjang pangkat dan jabatan,

Penetapan kenajkan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi
Pejabat Negara dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

Salab satu bahan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat Pegawai Ne~
geri Sipil adalah penilaian pelaksanaan pekerjaan, karena Pegawni Ne-
geri 3ipil yang diangiat menjad! Pejabat Negara tidak lagi secara aktip
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bekerja pada instansi induknya, maka dalam membuat daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan didasarkan atas pendapat dari pimpinan lembaga
tempat Pegawai Negeri Sipi vang bersangkutan bekerja sebagai Pejabat
Negara; umpamanya, seoraung Pegawai Negeri Sipil vang diangkat men-—

_ jadi Anggota De wan Perwakilan Rakyat, bahan-bahan untuk membuat dag
tar penilaian pe laksanaan pekerjasn didasarkan atas keterangan dari Ke-
tua Fraksi yang bersangkutan di dalam Dewan tersebut.

Pasal 2
Ayat (1)
Selama Pegawai Negeri Sipil mepjadi Pejabat Negara, penghasilannya
sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil dihentikan dan ia menerima
penghasilan menurut ketenfuan yvang berlaku bagi Pejabai Negara itu,

Ayat (2)
Apabila penghasilan sebagai Pejzbat Negara lebih kecil dibandingkan
dengan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka selisih
penghasilan itu diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
dari instansi indukoya.

Yang dimaksud dengan penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah gaji
pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlalku.

Pasal 3

Pada dasarnya ke tentuan yang berlaku bagi Anggota Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia yang diangkat menjadi Pejabat Negara adalah sama de-
ngan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat men~
jadi Pejabat Negera , tetapi berhubung dengan sifatnya yang khusus, maka
pelaksanaannya diatur Je bih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/
Panglima Angkatan Bersenjata dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
Peraturan Pemerintah ini.,

Pasal 4 sampai dengan Pasal 7

Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3067.



